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BAB II 
TUNJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Menurut A.P Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari Cadastre 
(Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), 
menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) 
terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin “Capistratum” 
yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak 
tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah 
record pada lahan-lahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan 
untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, Cadastre merupakan alat 
yang tepat dalam memberikan dan identifikasi dari hal tersebut dan juga 
sebagai Continuous Recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak 
atas tanah.13  
Boedi Harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah adalah suatu 
rangkaian kegaiatan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus untuk 
mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu 
mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah 
tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.14 
                                                          
13A.P. Parlindungan (Selanjutnya disebut A.P Parlindungan I), 1999, Pendaftaran Tanah 
di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, hlm. 18-19. 
14 Hasan Wargakusumah (et.al.), 2001, Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, 
Jakarta, PT. Prenhalindo, hlm. 80. 
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Dalam PP Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa pendaftaran tanah 
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, 
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 
rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 
hak-hak tertentu yang membebani. 
Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut diatas dapat diuraikan unsur-
unsurnya, yaitu: 
1. Adanya serangkaian kegiatan 
Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai 
kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu 
dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang 
bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka 
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.15 
 Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali, bentuk kegiatannnya adalah pengumpulan dan 
pengolahandata fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan 
sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis; dan penyimpanan daftar 
umum dan dokumen, dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, 
bentuk kegiatannya adalah pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; 
dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 
                                                          
15 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung 
Mandar Maju, hlm. 73. 
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 Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data, yaitu 
data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, 
batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, 
termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di 
atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang 
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak 
lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 
2. Dilakukan oleh Pemerintah. 
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern 
merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi 
kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 
di bidang pertanahan. 
Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah 
adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam 
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
3. Secara terus-menerus, berkesinambungan. 
Kata-kata “terus-menerus, berkesinambungan” menunjuk kepada 
pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak aka nada akhirnya. Data 
yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti 
disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga 
tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.16  
                                                          
16 Ibid. 
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  Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan tanda 
bukti hak berupa sertipikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat 
terjadi peralihan hak, pembebanan hak, perpanjangan jangka waktu ha 
katas tanah; pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah; 
pembagian hak bersama; hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas 
satuan rumah susun; peralihan dan hapusnya hak tanggungan; perubahan 
data pendaftaran yaah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; 
dan perubahan nama pemegang hak harus didaftarkan ke Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat hingga tetap sesuai dengan keadaan 
yang terakhir. 
4. Secara Teratur. 
Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus 
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya 
akan merupakan data bukti menurut hukum, biar pun daya kekuatan 
pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang 
menyelenggarakan pendaftaran tanah. 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah 
adalah UUPA, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997, 
Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, Permen Agraria/Kepala 
BPN No. 9 Tahun 1999, dan sebagainya. 
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5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. 
Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, 
Hak Milik atas satuan rumah susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara. 
6. Pemberian surat tanda bukti hak. 
  Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat 
tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. 
 Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk ha katas tanah, hak pengelolaan, 
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang 
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 
7. Hak-hak tertentu yang membebaninya. 
Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah 
dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, atau 
Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan atau Hak 
Pakai. 
2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yang dikenal 
dengan UUPA, merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945. UUPA merupakan landasan bagi pembaharuan hukum agrarian guna 
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memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat 
mencegah adanya sengkata tanah. Sebelum berlakunya UUPA, hanya bagi 
tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, misalnya hak eigendom, hak 
erpacht, hak postal, dilakukan pendaftaran tanah yang tujuannya untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum dan kepada pemegangnya diberikan 
tanda bukti dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat balik nama.17 
Di dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 
di jelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah 
tersebut yang meliputi: 
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini, meliputi: 
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat 
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta 
kemungkinan penyelenggaraan, menurut pertimbangan Menteri 
Agraria. 
(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan 
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran biaya-biaya tersebut. 
 
3. Asas Pendaftaran Tanah 
Asas merupakan fundamental yang mendasari terjadinya sesuatu dan 
merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran 
                                                          
17 Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar 
Grafika, hlm. 112. 
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tanah. Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus 
menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah.18 
Asas yang dianut untuk Pendaftaran tanah diatur berdasarkan pasal 2 
PP Pendaftaran Tanah yakni sebagai berikut:19 
1. Asas Sederhana 
Asas sederhana adalah dalam ketentuan pokok maupun prosedur 
pendaftran dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
2. Asas Aman 
Asas Aman adalah menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 
diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat 
memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu 
sendiri. 
3. Asas Terjangkau 
Asas terjangkau adalah keterjangkauan bagi para pihak yang 
membutuhkan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 
kemampuan golongan ekonomi lemah. 
4. Asas Mutakhir 
Asas mutakhir adalah kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan 
dan kesinambungan dalam pemeliharaan data, sehingga data yang 
tersimpan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan. 
5. Asas Terbuka 
Asas terbuka adalah masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai 
data yang benar setiap saat. 
                                                          
18 Supriadi, 2010, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 164. 
19 Sahnan, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Malang, Setara Press, hlm. 106. 
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Selain asas diatas, didalam UUPA, Menurut Sudikno Mertokusumo, 
dikenal ada dua asas dalam pendaftaran tanah, yaitu:20 
a. Asas Specialiteit 
Pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada peraturan perundang-
undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah: pengukuran, 
pemetaan dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena didalam 
pelaksanaan pendaftaran dapat memberikan kepastian hukum ha katas 
tanah, yaitu memberikan data fisik tentang ha katas tanah seperti luas, 
letak tanah dan batas tanah yang ditunjuk secara tegas. 
b. Asas Openbaarheit 
Asas ini disebut juga dengan asas publisitas (keterbukaan) yaitu 
memberikan data-data yuridis tentang ha katas seperti siapa yang 
menjadi subjek hak, apa nama dari ha katas tanah yang diberikan, serta 
apa yang terjadi setelah dilakukan peralihan dan pembebanan serta apa 
yang terjadi setelah dilakukan peralihan dan pembebanannya. 
4. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Adapun Pendaftfaran Tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum 
dan kepastian ha katas tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, 
maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status 
atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas 
dan batas-batasnya.21 
                                                          
20 Ibid, hlm. 105 
21 Efendi Paringin, 1986, Hukum Agraria di Indonesia suatu Telaah dari Sudut Pandang 
Praktisi Hukum, Jakarta, Rajawali, hlm. 95. 
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Maka secara sederhana Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menjamin 
kepastian hukum terhadap hak atas tanah, kepastian hukum tersebut 
meliputi:22 
a. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak. 
b. Kepastian mengenai letak, batas bidang tanah, serta luas bidang-bidang 
tanah. 
Seiring dikarenakan kemajuan ekonomi, maka semakin bertambah 
banyak tanah rakyat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi. Bertambah 
banyaj jual beli, sewa-menyewa, pemberian kredit, bahkan juga timbulnya 
hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing.23 
Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang 
diaturdalam Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah, A.P Parlindungan mengatakan 
bahwa: 
(a) Dengan diterbitkannya sertifikat ha katas tanah maka pada 
pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, (b) di 
zaman informasi ini maka kantor Pertanahan sebagai kantor di garis 
depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang 
diperlukan untuk sesuatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri 
sehingga dapat merencanakan pembangunan negara dan juga bagi 
masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memtuskan 
sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan data 
yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, informasi tersebut 
bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja 
yang diperlukan atau sebidang tanah/bangunan yang ada, (c) sehingga 
untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal 
yang wajar. 24 
 
5. Obyek Pendaftaran Tanah 
Obyek pendaftaran tanah menurut PP Pendaftaran Tanah meliputi : 
                                                          
22 Hermanes R, 1983, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta, Yayasan Karya Dharma 
Institut Ilmu Pemerintahan, hlm. 2. 
23 Ibid, hlm. 95. 
24 A.P Parlindungan, Op. Cit, hlm. 2. 
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a. Bidang-bidang tanah yang di punyai dengan Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai; 
b. Tanah Hak Pengelolaan; 
c. Tanah Wakaf; 
d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; 
e. Hak Tanggungan; 
f. Tanah Negara. 
 
6. Sistem Pendaftaran Tanah 
Sistem pendaftaran tanah yang dipakai disuatu negara tergantung pada 
asas hukum yang dianut negara tersebut dalam mengalihkan hak atas 
tanahnya. Terdapat 2 macam asas hukum, yaitu asas itikad baik dan asas nemo 
plus yuris. Sekalipun suatu negara menganut salah satu asas hukum/system 
pendaftaran tanah.25 
Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yang didaftar, bentuk 
penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. 
Ada dua macam system pendaftaran tanah, yaitu system pendaftaran akta 
(registration of deeds) dan system pendaftaran hak (registration of titles).26 
Adalah sebagai berikut : 
a. Sistem pendafaran Akta 
Dalam system pendaftaran akta, akta itulah yang didaftar oleh pejabat 
Pendaftaran Tanah (PPT). dalam system pendaftaran akta PPT bersifat 
                                                          
25 Adrian Sutedi, Op.cit, hlm. 117. 
26 Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya) Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta, 
Djambatan, hlm. 76. 
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pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam 
data yang didaftar. 
b. Sistem pendaftaran Hak 
Dalam system pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru, dan perbuatan-
perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus 
dibuktikan dengan suatu akta, tatapi dalam penyelenggaraan 
pendaftarannya, bukan akta dalam hal ini yang didaftarkan, melainkan 
haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahan kemudian. Dan akta 
disini sebagai sumber datanya. 
Adapun system pendaftaran yang digunakan dalam PP Pendaftaran 
Tanah adalah sistem pendaftaran hak (registration of titles), hal ini tampak 
dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan 
data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai 
surat tanda bukti hak yang didaftar.27 
 
7. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah 
Dalam pendaftaran tanah dikenal tiga macam system publikasi 
pendaftaran tanah yang digunakan di banyak negara, macam-macam sistem 
tersebut antara lain: 
 
1. Sistem torrens 
 Sistem ini bisa disebut dengan the real property art atau torrens act. 
Menurut sistem torrens, sertifikat tanah merupakan alat bukti pemegang 
                                                          
27 Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, 
Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 177. 
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hak atas tanah yang paling lengkap dan tidak dapat diganggu gugat. 
Pengubahan buku tanah tidak diperkenankan, kecuali jika sertifikat hak 
atas tanah itu diperoleh dengan cara pemalsuan atau penipuan. 
2. Sistem positif 
 Sistem positif pendaftaran tanah, berpedoman terhadap apa yang 
tercantum dalam buku tanah dan surat bukti hak yang dikeluarkan 
merupakan alat bukti mutlak. 
3. Sistem negatif 
Menurut sistem negatif, sertifikat ha katas tanah yang dikeluarkan 
merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya semua keterangan yang 
dapat dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum selama tidak 
dibuktikan sebaliknya. Peralihan hak atas tanah menurut system negative 
adalah berdasarkan asas nemo plus iuris yakni melindungi pemegang hak 
yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa 
diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. 
 
8. Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah 
 Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran 
tanah (maintenance). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan 
pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum 
didaftar berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997.28 
                                                          
28 Boedi Harsono, Op.cit, hlm. 474. 
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Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih 
lanjut dalam PP Pendaftaran Tanah, yaitu:29 
1. Kegiatan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Opzet atau Initial 
Registration) 
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 
sporadik. Pendaftaran tanah secara sitematik, adalah kegaiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak 
yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam 
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah 
secara sistematik disadarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan 
di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan pendaftarn tanah 
secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu 
Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria atau 
Kepala Badan Pertanahan Nasional. 
Pendaftaran tanah secara sporadik, adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran 
tanah dlam wilayah atau bagian suatu desa/kelurahan secara individual 
atau massal. Dalam hal ini suatu desa/kelurahan belum ditetapkan 
sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik maka pendaftaran 
tanahnya dilaksankan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. 
2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 
                                                          
29 Umar Said Suhiharto dan Suratman. (et.al.), 2015, Hukum Pengadaan Tanah, Malang 
Setara Press, hlm. 233. 
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 Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan misalnya 
terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau berubahnya nama 
pemegang hak yang telah didaftar. Agar data yang tersedia di Kantor 
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir, dalam Pasal 36 
ayat (2) ditentukan bahwa para pemegang hak yang bersangkutan wajib 
mendaftarkan perubahan-perubahan yang dimaksudkan kepada Kantor 
Pertanahan. Ketentuan wajib daftar itu adal dalam Pasal 4 ayat (3).30 
Kegiatan pemeliharaan data pendaftran tanah meliputi: 
1. Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan hak 
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya  
 
B. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu program yang 
diadakan oleh pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan langsung oleh 
kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang 
pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional di seluruh 
Indonesia. 
Dasar pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini didasarkan 
pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan 
                                                          
30 A.P Parlindungan, Loc.Cit, hlm. 88 
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Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 
Sistemetis Lengkap.  
1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap 
Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut pasal 1 ayat 
(2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran 
Tanah Sistemetis Lengkap adalah: 
“Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat 
(PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang 
dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan 
atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi 
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa 
objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya” 31 
 
2. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Dalam peraturan menteri tersebut terdapat tujuan dari Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap yang terdapat dalam pasal 2 ayat ke (2) yaitu: 
“Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah mewujudkan 
pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah 
masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, 
merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta 
mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.” 
 
3. Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Ruang lingkup dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini 
berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala 
                                                          
31 Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (2), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Repubulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501. 
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Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 
Tentang Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap adalah:32 
a. Penyelenggraan PTSL; 
b. Pelaksanaan Kegiatan PTSL; 
c. Penyelesaian Kegiatan PTSL; 
d. Pembiayaan. 
4. Objek Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap 
Objek Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap berdasarkan pasal 4 ayat 
(2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 
Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap adalah: 
“Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik 
bidang tanah yang belum ada ha katas tanahnya maupun bidang tanah 
yang memiliki hak dalam ragka memperbaiki kualitas data 
pendaftaran tanah. Dan dalam hal ini meliputi bidang tanah yang 
sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda 
batasnya dalam pelaksanaan PTSL.” 33 
 
Berdasarkan pada pasal tersebut objek pendaftaran tanah sistematis 
lengkap meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali. Program 
Pendaftarn Tanah Sistematis Lengap ini merupakan suatu program yang 
mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan tanah dan membuat 
sertipikat tanah, baik bagi rumah tinggal maupun untuk tanah pertanian, 
dan perkebunan. 
                                                          
32 Lihat Ketentuan Pasal 3, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Repubulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501. 
33 Lihat Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501. 
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5. Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini meliputi seluruh 
objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan 
dalam pelaksanaan kegiatan PTSL ini dilakukan dengan tahapan: 
a. Perencanaan; 
b. Penetapan lokasi; 
c. Persiapan; 
d. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan 
tugas; 
e. Penyuluhan; 
f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; 
g. Penelitian data fisik untuk pembuktian hak; 
h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; 
i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; 
j. Pembukuan hak; 
k. Penerbitan sertifikat ha katas tanah; 
l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan 
m. Pelaporan. 34 
 
6. Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Dalam penyelesaian kegiatan PTSL terdiri dari 4 (empat) kluster, 
meliputi: 
a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya 
memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah; 
b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya 
memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas tanahnya 
namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa; 
c. Kluster 3 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya 
tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tnah 
karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi 
persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan menteri ini; 
dan 
d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya terdaftar 
dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum 
dipetakan maupun yang sudah dipetakan namn tidak sesuai 
dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib 
                                                          
34 Lihat Ketentuan Pasal 4 ayat (4), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Repubulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501 
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dilakukan pemetaannya ke dalam Peta pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap. 35 
 
Dalam hal penandatanganan sertipikat ha katas tanah hasil 
pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitian Ajudikasi 
PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Sertipikat ha katas 
tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan sertipikat 
wakaf diserahkan kepada nadzir.36 
7. Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Sumber pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dapat 
berasal dari :37 
a. Daftar Isian Program Anggaran DIPA) Kementrian; 
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, 
kabupaten/Kota; 
c. Corporate sosial Rensposibility (CSR), Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta; 
d. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 
e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grand), pinjaman (loan) 
badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme 
                                                          
35 Lihat Ketentuan Pasal 25, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Repubulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501 
36 Lihat Ketentuan Pasal Pasal 31 ayat (4) dan (5), Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501 
37 Lihat Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan 
Negara Bukan Pajak. 
Sumber pembiayaan sebagimana dimaksud diatas, dapat juga 
berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan 
sera dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
C. Tinjauan Tentang Perpajakan dalam PTSL 
Pajak terutang merupakan jumlah pajak yang harus bayar berdasarkan 
perhitungan wajib pajak sendiri sesuai dengan prinsip self assessment namun 
belum mempunyai konsekuensi hukum untuk dapat dilakukan tindakan 
penagihan.38 Secara Administratif, istilah “pajak terutang itu berlandaskan Pasal 
1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa: 
“Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak Terutang yaitu:39 
a. Merupakan pajak yang harus dibayar, menurut ajaran materiel; 
b. Perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan secara self 
assessment, menurut tata cara perhitungan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dengan tanpa menunggu adanya surat 
ketetapan dari fiskus; 
                                                          
38 M. Farouq S, 2018, Hukum Pajak Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm. 186. 
39 Ibid., hlm. 191-192. 
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c. Tidak boleh mencakup pengenaan sanksi administrasi (hanya pokok pajak 
saja); 
d. Bukan sebagai dasar penagihan pajak dan tidak dapat pula dijadikan dasar 
tindakan penagihan; 
e. Masih bersifat sementara (tidak mengikat), kekuatan hukumnya sebatas 
sebagai bukti bahwa telah membayar utang pajak, sehingga dianggap 
menggugurkan kewajiban pajak secara temporer sampai ada/diterbitkannya 
surat ketetapan, keputusan dan putusan pajak yang menyatakan sebaliknya. 
1. PPh dan BPHTB Terutang dalam Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistemetis 
Lengkap 
Pengaturan PPh dan BPHTB Terutang secara jelas telah diatur 
dalam pasal 33 Peraturan Menteri Agraria ini khusus dalam pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:40 
1. Dalam hal penerima Sertipikat Ha katas Tanah tidak atau belum 
mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan 
pembayaran PPh oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka 
tetap dapat diterbitkan Sertipikat Ha katas Tanah. 
2. Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB 
maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB 
terhutang. 
                                                          
40 Lihat Ketentuan Pasal 33, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Repubulik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501 
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3. Dalam hal bidang tanah berasal dari hasil jual beli di masa lampau dan 
pembeli sekarang tidak mempunyai bukti pembayaran PPh dari pihak 
penjual di masa lalu, maka yang bersangkutan harus membuat 
keterangan PPh terhutang. 
4. Surat pernyataan BPHTB terhutang dan surat keterangan PPh 
terhutang dimuat dalam Keputusan Pemberian Ha katas Tanah dan 
selanjutnya dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat sebagai BPHTB 
terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan atau PPh terutang 
oleh penjual tanah atau yang bersangkutan 
5. Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan daftar BPHTB 
terhutang/atau PPh terhutang secara periodic dalam waktu 3 (tiga) 
bulan kepada Bupati/Walikota setempat untuk BPHTB, sedangkan 
Kepada Kantor Pajak Pratama setempat untuk PPh. 
6. Peralihan haka tau perubahan atas Buku Tanah dan Sertipikat Ha katas 
Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat 
membuktikan bahwa BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang 
tersebut sudah dilunasi oleh masig-masing wajib pajak. 
7. Surat pernyataan BPHTB terutang, Surat keterangan PPh terutang dan 
format pengisian BPHTB/PPh Terhutang dibaut sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, Lampiran IX dan 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
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2. PPh Terutang 
Pajak penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah 
dan/atau bangunan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang 
Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa pajak penghasilan tersebut 
bersifat final, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
Menurut Gunadi, ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasari 
diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah 
kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam 
pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan 
moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian 
perlakuan tersendiri pada pengenaan pajak atas penghasilan dari 
pengalihan harta berupa tanah dana tau bangunan, serta jenis-jenis 
penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu, pengenaan Pajak 
Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan tersebut 
diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.41 
Timbulnya PPh Terutang sesuai dengan definisi Pajak yang terutang 
dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam 
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Karena adanya sifat final pada Pajak Penghasilan dari 
pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan, maka ketentuan timbulnya 
pajak terutang adalah berdasarkan ketentuan tersendiri yaitu Peraturan 
                                                          
41 Gunadi, 2002, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 57. 
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Pemerintah, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud 
tidaklah tertulis secara jelas kapan Pajak Penghasilan menjadi terutang, 
dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut hanya menyebutkan 
bahwa Pajak Penghasilan yang terutang haruslah dibayar sebelum akta, 
keputusan, kesepakatan, risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan ditandatangai oleh pejabat yang berwenang. 
Besarnya pajak terutang adalah 5% dari jumlah bruto nilai 
penghasilan ha katas tanah dan/atau bangunan, kecuali pengalihan ha katas 
rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak yang usaha pokoknya melakukan kegiatan pengalihan ha katas tanah 
dan/atau bangunan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% dari bruto 
nilai pengalihan hak. Rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang 
dimaksud adalah yang sesuai ketentuan undang-undang dibebaskan dari 
Pajak Pertambahan Nilai. 
Dasar perhitungan jumlah bruto penghasilan adalah nilai tertinggi 
antara nilai yang berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual 
Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana 
dimuat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan tahun yang bersangkutan, apabila belum terbit maka yang 
digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menurut Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya, 
jika objek peralihan tersebut belum terdaftar, maka yang digunakan adalah 
Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala kantor Wilayah yang meliputi 
lokasi tanah dan/atau bangunan berada, dengan pengecualian yaitu: 
39 
 
a. Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai 
berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan; 
b. Dalam hal pengalihan adalah sesuai Peraturan Lelang, adalah nilai 
berdasarkan risalah lelang. 
Pengecualian kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan adalah: 
a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan 
Tidak Kena Pajak, yang melakukan pengalihan dengan jumlah bruto 
kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), yang bukan 
merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 
b. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari 
pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah; 
c. Orang pribadi yang melakukan hibah pada keluarga sedarah yang 
lurus satu derajat, atau untuk keperluan sosial, keagamaan dan 
pendidikan dengan tudak terkait pada hubungan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan atas penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 
d. Badan yang melakukan hibah untuk kegiatan sosial, keagamaan dan 
pendidikan, pengusaha kecil, dengan tidak terkait dalam hubungan 
dengan usaha, pekerjaan atau penguasaan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan; 
e. Pengalihan hak karena warisan. 
 Dengan mengenakan pajak berdasar tarif terpisah untuk beberapa 
jenis penghasilan tertentu, selain tariff umum, Pasal 4 ayat (2) sepertinya 
memperkenalkan scheduler tax system (pengenaan pajak dengan skedul 
tersendiri untuk suatu kategori penghasilan). Karena dikenakan berdasar 
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penghasilan bruto dan tariff sepadan tanpa memperhatikan keadaan diri 
Wajib Pajak, untuk keperluan vertical equity, dalam jangka panjang 
pendekatan ini harus dikembalikan ke jalur dasarnya (unitary system). 
Apabila kepatuhan perpajakan masyarakat cukup baik, unitary system 
(dengan tarif umum), dapat memberikan penerimaan yang lebih besar dari 
ketentuan Pasal 4 ayat (2), selain lebih adil sama rasa (dan sama rata).42 
Tata cara Pelunasan Pajak Penghasilan atas Pebgalihan Ha katas 
tanah dan/atau Bangunan Terutang: 
a. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pihak selain 
pemerintah wajib membayar sendiri pajaknya. 
b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan 
dari pengalihan ha katas tanh dan/atau bangunan dari phak selain 
pemerintah yang tidak memerlukan persyaratan khusus dipungut Pajak 
Penghasilan oleh Bendaharawan atau pejabat yang melakukan 
pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. 
Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, 
perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan ha katas 
tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan bahwa Pajak 
Penghasilan terutang telah dibayar dengan menyerahkan fotocopi Surat 
Setoran Pajak (SSP) dengan menunjukkan aslinya.43 
 
 
                                                          
42  Ibid., hlm. 59.  
43 Alsah Sjarifuddin A, 2003, Pemotongan-Pemungutan Pajak Penghasilan, Cetakan 
Kedua, Jakarta, Kharisma Bintang Kreativitas Prima, hlm. 170.  
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3. BPHTB Terutang 
 Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 
BPHTB). 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 111 tahun 2000 tentang Pengenaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah 
Wasiat. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 112 tahun 2000 tentang Pengenaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak 
Pengelolaan. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 113 tahun 2000 tentang Penentuan 
Besarnya Nilao Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea 
perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak BPHTB melibatkan banyak 
pihak yang terkait yaitu: Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) serta Pemerintah daerah. 44Selanjutnya yang menjadi objek pajak Bea 
Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang BPHTB adalah perolehan ha katas tanah dana tau bangunan, 
                                                          
44 Marlon Gustia, 2016, Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). Jurnal IUS. Vol IV. No. 1. Kajian Hukum dan Keadilan. hlm. 96 
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sedangkan yang dimaksud dengan perolehan ha katas tanah dan bangunan 
menurut Pasal 2 ayat (2) nya meliputi: 
a. Pemindahan hak karena: 
1. Jual beli; 
2. Tukar menukar; 
3. Hibah; 
4. Hibah wasiat; 
5. Waris; 
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8. Penunjukkan pembeli dalam lelang; 
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 
10. Penggabungan usaha; 
11. Peleburan usaha; 
12. Pemekaran usaha; 
13. Hadiah 
b. Pemberian hak baru, karena: 
1. Kelanjutan pelepasan hak; 
2. Diluar pelepasan hak. 
Hak atas tanah sebagaimana disebutkan diatas adalah hak milik, hak 
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah 
susun, dan hak pengelolaan.45 Pengecualian terhadap Objek Pajak yang tidak 
                                                          
45 Achmad Tjahyono triyono Wahyudi, 2003, Perpajakan Indonesia, Pendekatan Soal 
Jawab dan Kasus, Cetakan Pertama, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 437.  
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dikenakan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan menurut Pasal 3 
Ayat (1), adalah Obyek Pajak yang diperoleh: 
1. Perwakilan diplomatik, konsultat berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik. 
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dana tau untuk 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 
keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 
organisasi tersebut. 
4. Orang pribadi atau badan karena konversi haka tau karena perbuatan uum 
lain dengan tidak adanya perubahan nama. 
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. 
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Subjek Pajak Bea Perolehan Ha 
katas Tanah dan Bangunan menurut Pasal 4 ayat (1) adalah orang pribadi atau 
badan yang memperoleh ha katas tanh dana tau bangunan. 
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BPHTB menetapkan dengan jelas saat 
terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu: 
a. Pada saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk jenis 
peralihan sebagai berikut: 
1. Jual beli 
2. Tukar menukar 
3. Hibah 
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4. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 
5. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
6. Penggabungan usaha 
7. Peleburan usaha 
8. Pemekaran usaha 
9. Hadiah 
b. Waris dan Hibah Wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan 
mendafarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan 
c. Lelang adalah saat tanggal penunjukan pemenang lelang 
d. Putusan hakim adalah saat putusan pengadilan tersebut mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap 
e. Pada saat di tandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan 
pemberian hak untuk: 
1. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 
hak 
2. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak 
 Cara memungut BPHTB Terutang dengan dasar pengenaan pajak 
BPHTB yaitu Besarnya Nilai perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan 
menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang BPHTB 
diatur sebagai berikut: 
1. Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal: 
a. Jual beli adalah harga transaksi 
b. Tukar-menukar adalah harga pasar 
c. Hibah adalah nilai pasar 
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d. Hibah wasiat adalah nilai pasar 
e. Waris adalah nilai pasar 
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 
pasar 
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar 
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar 
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 
adalah nilai pasar. 
j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar. 
k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar. 
l. Peleburan usaha adalah nilai pasar. 
m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar 
n. Hadiah adalah nilai pasar 
o. Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 
tercantum dalam Risalah Lelang 
2. Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak diketahui atau lebih rendah daripada 
Nilai Jual Obyek pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang 
dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
3. Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan, 
menteri dapat menetapkan besarnya nilai Jual Objek Bumi dan Bangunan. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Bea 
Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan didasarkan 3 jenis, yaitu: 
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1. Harga transaksi. 
Harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-
pihak yang bersangkutan. Harga transaksi ditetapkan dalam hal: 
a. Jual beli; 
b. Penunjukan pembeli dalam lelang 
2. Nilai Pasar. 
Nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang 
terjadi di sekitar letak Tanah dan Bangunan. Dalam hal tuker-menukar 
kedua belah pihak dikenakan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan 
Bangunan. Nilai pasar dipakai dalam hal: 
a. Tukar-menukar 
b. Hibah 
c. Hibah wasiat 
d. Waris 
e. Pemasukan dalam persoalan atau badan hukum lainnya 
f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap 
h. Pemberian hak baru. 
i. Penggabungan usaha 
j. Peleburan usaha 
k. Pemekaran usaha 
l. Hadiah 
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3. Nilai Jual Onjek Pajak PBB (NJOP PBB) digunakan apabila Nilai 
Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah dari 
Nilai Jual Objek pajak PBB. 
Dengan dasar pengenaan pajak BPHTB selanjutnya ditetapkan Nilai 
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan 
secara regional yang berarti ditetapkan berdasarkan keputusan dari 
Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
BPHTB maka tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) 
kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang 
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 
pemberi hibah waris, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional Paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). 
Ketentuan untuk Pejabat yang berkaitan dengan BPHTB diatur lebih 
lanjut dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang BPHTB adalah sebagai 
berikut: 
a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris hanya dapat 
menandatangani akta pemindahan ha katas tanah dana tau bangunan pada 
saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat 
Setoran Bea Peralihan Ha katas Tanah dan Bangunan. 
b. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang 
perolehan hak atas tanah dana tau bangunan pada saat Wajib Pajak 
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menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea 
Peralihan Ha katas Tanah dan Bangunan. 
c. Pejabat berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan 
pemberian ha katas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan 
surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak meyerahkan bukti 
pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Peralihan Ha katas Tanah 
dan Bangunan. 
d. Terhadap pendaftaran peralihan ha katas tanah karena waris atau hibah 
wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota 
pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa Bea 
Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
e. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala kantor Lelang Negara 
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan ha katas tanah 
dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
Pengaturan pajak terutang dibidang PPh dalam peralihan hak atas tanah 
dana tau bangunan sifatnya adalah pajak final sehingga diatur secara 
tersendiri dalam suatu Peraturan Pemerintah yang tidak secara nyata 
menjelaskan waktu timbulnya PPh terutang dalam pengalihan hak atas tanah 
dana tau bangunan, hanya menentukan bahwa kewajiban pembayaran harus 
dilakukan sebelum akta, risalah lelang atau surat keputusan ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang. 
Sedangkan pajak terutang di bidang BPHTB dalam peralihan ha katas 
tanah dana tau bangunan, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang BPHTB yang 
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kesemuanya menyebutkan bahwa saat terutang pajak adalah setelah ada suatu 
peralihan hak yaitu akta telah ditandatangani dan diterbitkannya surat 
keputusan. 
 
D. Tinjauan Tentang Teori Tujuan Hukum 
Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam di dalam 
karung ilmu hukum (the dark cat in bag of jurisprudence), sedangkan pendapat 
Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di awang-awang, tidak tampak 
dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal (law 
is in atmosphere, invisible and unfelt often as light as air to the normal 
taouch).46 
Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat 
berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Kekuasaan yang 
menjadi titik sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam melakukan 
kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelaku atau subjek bukan alat atau 
objek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang di harapkan dapat 
terlaksana dengan baik. 47 
Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang 
mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Mengatur hubungan 
diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan diharapkan dapat 
dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan. Menurut 
Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
                                                          
46 Achmad Ali, Op.cit., hlm. 28. 
47 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta, Cahaya Atma, hlm. 13. 
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Filisofi dari sudut filsafat ada dua masalah yang penting yang menjadi penting 
dalam sumber hukum: 
a. Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum 
yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadilan maka hal-hal yang 
secara filosofis dianggap adil dapat dijadikan sebagai sumber hukum 
materiil. 
b. Faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. 
hukum diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat mendorong 
seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan 
hukum positif. 
1. Teori Keadilan 
Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan 
manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung 
ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem 
ini menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut 
mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka 
masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. 
Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi 
tersebut berarti adanya ketidakadilan.  
Keadilan menurut para ahli48 juga memiliki berbagai makna yang 
berbeda-beda pada masing-masing ahli. Untuk mengetahui pengertian 
keadilan menurut para ahli, terlebih dahulu perlu diketahui teori-teori 
keadilan yang mereka jelaskan. Hal ini menjadi perlu karena pada 
                                                          
48 Para ahli yang dimaksud penulis ialah dibidang filsafat etika, ahli hukum, dan ahli politik. 
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umumnya para ahli tersebut tidak langsung memberikan konsep 
keadilan secara definitif. Mereka hanya merumuskan jenis-jenis 
keadilan, prinsip-prinsip keadilan, atau metode untuk mencapai 
keadilan. Sehingga, berdasarkan teori-teori tersebut dapat dirumuskan 
pengertian atau batasan keadilan menurut mereka. 
Guna menjawab problem utama keadilan Rawls memberikan 
prinsip-prinsip keadilan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan 
tersebut. Prinsip-prinsip tersebut yakni: pertama setiap orang harus 
memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas 
kebebasan yang sama bagi semua orang, Kedua ketidaksamaan sosial 
dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehimgga: (a) diharapkan 
memberikan keuntungan bagi setiap orang, (b) semua posisi dan jabatan 
terbuka bagi semua orang.49 
 
2. Teori Kemanfaatan 
Selain keadilan dan kepastian hukum, maka tujuan hukum yang 
ketiga adalah kemanfaatan. Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham 
diartikan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi 
kemanfaatan yang sebenar-benarnya, yaitu kebahagiaan untuk seluruh 
rakyat. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap 
individu dalam suatu bangsa. Bentham juga mengemukakan bahwa 
tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi 
                                                          
49 Andre Ata Ujan, 2001, Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls, 
Yogyakarta, PT. Kanisius, hlm. 73. 
52 
 
masyarakat. perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 
empat tujuan yaitu:50 
a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup) 
b. To provide abundance (untuk memberikan makanan yang 
berlimpah) 
c. To provide security (untuk memberikan perlindungan) 
d. To attain equity (untuk mencapai kebersamaan). 
Salah satu filsuf yang menganut aliran utilitis adalah Jeremy 
Bentham yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Dalam 
prinsip utility dikemukakan oleh Bentham dalam karya 
monumentalnya, Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation (1789). Di dalam karyanya ini, Bentham mendefinisikan itu 
sebagai “sifat dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut 
cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, atau 
mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta 
ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya 
dipertimbangkan”.51 
Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa 
tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the 
greatest number (kebahagiaan terbesar, untuk terbanyak orang). 
Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi 
manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.52 
                                                          
50 Teguh Prasetyo, 2012, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 
111-112. 
51 Achmad Ali, Op.cit. hlm. 219 
52 Ibid., hlm. 219 
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Doktrin utilitis dari Bentham, pada asasnya dapat disimpulkan ke 
dalam tiga hal, sebagaimana dikemukakan Curzon: 
a. The Principles of utility subjects everything to these two 
forces: 
1. Utility is the property or tendency of an object to produce 
benefit, good, or happiness or to prevens mischief pain, or 
evil; 
2. The utility principle also us to approve of an action 
according to its tendency to promote oppose happiness. 
b. Pleasure maybe equated with good, pain, with evil; 
c. A thing is said to promote the interest, or to before the interest, 
of an individual when it tends to add to the sum total of his 
pleasure, or what comes to the something, to diminish the sum 
total of his paints. 53 
Gambaran tentang teori utilitis, pada dasarnya, doktrin ini 
menganjurkan the greatest happiness principle (prinsip kebahagiaan 
yang semaksimal mungkin). Tegasnya menurut teori ini, masyarakat 
yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan 
dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat memberi 
kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar 
ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin kepada rakyat pada 
umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin 
dirasakan rakyat pada umumnya. Dalam hal ini kebahagiaan berarti 
kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidakbahagiaan berarti 
kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Setiap orang dianggap sama 
derajatnya oleh utilitis teori.54 
Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada 
bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang 
baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan 
                                                          
53 Ibid., hlm. 219-220. 
54 Ibid., hlm. 220. 
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hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki 
yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat 
individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar 
kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain bertabrakan 
maka harus dibatasi agar tidak terjadi homo homini lupus. Menurut 
Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu 
lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan 
masyarakat akan terwujud. Beberapa pemikiran penting Bentham juga 
dapat ditunjukkan, seperti: 
1. Hedonisme kuantitatif, yakni paham yang dianut orang-orang 
yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. 
Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan. 
2. Summon bonum, yang bersifat meterialistik berarti bahwa 
kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui 
kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan 
palsu. 
3. Kalkulus hedonistic, bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai 
dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara 
kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat 
memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus 
hedonistic sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus 
yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya 
berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang 
merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya 
kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan 
mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya 
kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, 
dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk 
itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin 
agar orang tidak terlampaui batas dalam mencapai kesenangan 
yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, 
dan sanksi agama atau sanksi kerohanian. 55 
 
 
 
                                                          
55 Binus University Faculty of Humanities, Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan 
Hukum Multimedia Di Indonesia¸ http://business-law.binus.ac.id, Diakses 5 November 2018. 
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3. Teori Kepastian  
Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau 
ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata 
hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu 
ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin 
hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu 
kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 
secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 
tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak 
menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu 
dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak 
pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam 
suatu aturan.  
Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari 
E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum 
merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan 
hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-
wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara 
untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan 
kepastian hukum dengan negara.56 Soedikno Mertokusumo 
menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungsn yustisiabel 
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang 
akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 
                                                          
56 Darji Darmodihardjo dan Shidarta, 1999, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan 
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 128. 
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tertentu.57 Untuk adanya suatu kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintahan pengaturan secara jelas diatur dengan 
undang-undang pemerintahan daerah. 
Asas dalam negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu 
kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, 
kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas 
legalitas, kepatutan dan keadilan. kedua, kepastian hukum dalam suatu 
aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) 
atau konflik norma. Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas 
(legaliteit) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni : 
1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip 
pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah 
pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat 
dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-
peraturan hukum.  
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan 
hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih 
dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.58 
 
Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang 
kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena 
hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh 
karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil 
menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan 
kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian 
dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-
                                                          
57 Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung 
PT Alumni, hlm. 10. 
58 Sudargo Gautama, 1973, Pengertian tentang Negara Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm. 
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banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut 
tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang 
berdasarkan pada sistem logis dan pasti).  
Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum 
(rechtswerkelijheid) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-
istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.59 Selain itu 
disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit 
kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam 
pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung 
perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan 
hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena 
hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak 
yang satu dengan pihak yang lain.60 Tugas hukum menjamin kepastian 
hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan 
kemasyarakatan.  
Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 
mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara 
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan sebagai 
rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana 
pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain, Soedikno 
Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu 
syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya 
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dikatakan bahwa perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 
Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan 
hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan 
ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut 
kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan 
oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan 
asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.61 Kepastian hukum dalam 
perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi 
hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat 
berkeadilan dan bermanfaat. Dikemukakan beberapa pandangan ahli 
tentang pengertian norma hukum atau kaedah hukum sebagai berikut :  
Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau 
standar yang perlu diikuti, kemudian dijelaskan bahwa fungsi norma 
hukum adalah : (a) memerintah (Gebeiten), (b) melarang (Verbeiten), 
(c) menguasakan (Ermachtigen), (d) membolehkan (Erlauben), dan (e) 
menyimpang dari ketentuan (Derogoereen).62 
Norma hukum pada hakikatnya juga merupakan unsur pokok 
dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan Eropa 
Kontinental, mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan 
perundangan atau wet in materiele zin, Gezets in materiellen Sinne, 
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mengandung tiga unsur pokok, yaitu: Pertama, norma hukum 
(rechtsnormen). Kedua, berlaku keluar (naar buiten werken), dan 
Ketiga, bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruinme zin). 
Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat 
berupa: perintah (gebod), larangan (verbod), pengizinan (toestemming), 
pembebasan (vrijstelling).63 
Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa ”kaedah hukum lazimnya 
diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana 
manusia itu seyogyanya berprilaku, bersikap di dalam masyarakat agar 
kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti 
sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan 
kongkrit. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum 
pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau 
kelompok manusia. sedangkan tujuan kadah hukum tidak lain adalah 
ketertiban masyarakat.64 
Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam kaitan dengan 
norma hukum menjelaskan, ada beberapa katagori norma hukum 
dengan melihat pada berbagai bentuk dan sifat : 
a. Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat dari 
alamat yang dituju (addressat);  
b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, kalau dilihat dari 
hal yang diatur;  
c. Norma hukum yang einmahlig dan norma hukum yang 
dauerhafting, dilihat dari segi daya berlakunya;  
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d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari 
wujudnya.65 
 
 Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah 
hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan 
aturan yang bersifat konkrit sebagimana halnya norma atau kaedah 
hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum 
harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang 
konkrit dalam pembuatan undang-undang. Dalam bentuk lain, 
sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, jika asas hukum 
merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaedah hukum 
dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih konkrit dari 
pada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum 
tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. 
Misalnya, adagium bahwa “Setiap orang dianggap tahu akan undang-
undang” (Een ieder wordt geacht de wet te kennen).66 
 
E. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Hukum 
Teori efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 
yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atupun program. Kata 
efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu 
yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan 
efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya 
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(akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-
Undang atau peraturan.67 
Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan 
untuk memantau.68 Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektiv, yang berarti 
terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan 
yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak 
dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.  
Menurut Hans Kelsen, jika berbicara efektivitas hukum, dibicarakan pula 
tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu 
mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-
norma hukum. Bahwa orang harus memenuhi dan menerapkan norma-norma 
hukum. Efektivitas hukum berarti orang-orang berbuat sesuai dengan norma-
norma hukum sebaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-
benar diterapkan dan dipatuhi. 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki 
fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi 
seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang 
serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. 
Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social 
engineering yang mempunyai maksud sebagai sarana pembaharuan dalam 
masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat 
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dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau 
modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya 
hukum berlaku secara efektif. 
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita 
pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana itu ditaati oleh sebagian besar 
target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan 
hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan 
aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih 
jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak seautu aturan 
hukum tergantung pada kepentingannya.69 Sebagaimana yang telah diungkap 
sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang 
bersifat compliance, identification, internalization. 
Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara 
lain: 
a. Relevansi antara hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 
orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. 
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
d. Jika hukum yang dimaksud adlah perundang-undangan, maka seyogyanya 
aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab 
hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan 
ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur). 
e. Sanksi yang diamcam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan 
sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus 
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 
memungkinkan, kerena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 
                                                          
69 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), 2008, Jakarta, 
Penerbit Kencana, hlm. 375.  
63 
 
memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-oran yang 
menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. 
i. Efektif atau tudak efektifnya suatu atauran hukum secar umum, juga 
tergantung pada optimal dan professional tidak apparat penegak hukum 
untuk menegakkan aturan hukum tersebut. 
j. Efektif atau tidaknya siatu aturan hukum sefara umum, juga mensyratkn 
adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. 
70 
 
Berbeda dengan pendapat  dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang 
berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan kataatan terhadap hukum 
pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. 
Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap 
keduanya:71 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan factor-faktor apa 
yang mempengaruhinya; 
b. Bagaimana ketaatan tehadap suatu aturan hukum tertentu dan factor-faktor 
apa yang mempengaruhinya. 
Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 
dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 
tergantung pada beberapa factor, antara lain:72 
a.  Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di 
dalam masyarakat. 
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d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 
diistilahkan oleh Gunnar Myrdal sebagai sweep legislation (undang-
undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
Jadi,, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya factor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
professional dan optimal pelaksanaan peran,wewenang dan fungsi dari para 
penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap 
diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.73 
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efeltivitas dalam 
penegakan hukum pada lima hal yakni:74 
1. Faktor Hukum 
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 
praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dankeadilan. Kepastian hukum 
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu 
tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai 
hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum 
tidaklah semata-mata dari sudut hukum tertulis saja. 
                                                          
73 Ibid., hlm. 379. 
74 Soejono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.  
65 
 
2. Faktor Penegakan Hukum 
Dalam berfungsinya hukum, mantalitas atau kepribadian petugas 
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah 
baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada 
kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan 
hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum 
diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. 
Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul 
persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui 
wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra 
dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang 
rendah dari aparat penegak hukum. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 
perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak 
hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi 
dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh 
karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat 
penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau 
fasilitas tersebut, tidak akan mengkin penegak hukum menyerasikan 
peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. 
4. Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 
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atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. 
Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan 
hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 
hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
5. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang meruoakan konsepsi-
konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 
dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, 
kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat 
yag berlaku. Hukum perundang-undangan tersebut harus daoat 
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar 
hukum perudang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.75 
Kelima faktor diatas saling berkaitan dengat eratnya, karena 
menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur 
dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima factor penegakan hukum 
tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik 
sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun 
oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak 
hukum dan penegak hukukmnya sendiri juga merupakan panutan 
masyarakat luas.  
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